
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
2025 
Kpt Nomor 106 Tahun 2025, 10 HLM; 
KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 106 TAHUN 2025 TENTANG 
Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi 
Bersih Dan Melayani Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025; 
 
 

ABSTRAK :    -  bahwa menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor  900/Pw.02-SD/10/2025, tanggal 21 Mei 2025 Perihal Pencanangan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM), maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dari  Unsur  Komisioner  dan  Sekretariat  

Komisi  Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah; 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas , perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan Tim 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 

2025; 

 

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah  ini adalah  UU   Nomor     28     Tahun     

1999     tentang   Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor  6,  Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5494); UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  

Pemilihan Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

Perpres RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

PerMenpan - RB  Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 



Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan  Instansi  Pemerintah  (Berita  Negara  

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); PerMenpan – RB  Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  

Tahun  2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); PerMenpan – RB  Nomor 26 Tahun 2020  tentang 

Pedoman Evaluasi  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  (Berita  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 442); PKPU  Nomor  8  Tahun  2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 377); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua  atas  

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Kpt KPU Nomor 1393 Tahun 2023 

tentang  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  Komisi  Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; SD 

Ketua KPU RI Nomor  900/Pw.02-SD/10/2025,  tanggal  21  Mei 2025 Perihal Pencanangan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). 

 

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 106 Tahun 2025 diatur tentang :  

PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025; 

 



CATATAN :  -    Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 26 

Mei 2025; 

- Lamp.: 2 hlm. 

 


